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| PENGUATAN FISKAL DAERAH |

DBH Kelapa Sawit Dieksekusi

Bisnis, JAKARTA — Untuk
pertama kalinya pemerintah
akan mengenakan Dana Bagi
Hasil (DBH) untuk perkebun-
an kelapa sawit sejalan dengan
implementasi UU No. 1/2022
tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (HKPD).

Menteri Keuangan Sri Mul-
yani Indrawati menjelaskan
adanya DBH untuk kelapa
sawit ini ditujukan untuk me-
nguatkan fiskal pemerintah
daerah (pemda) yang menjadi
penghasil komoditas tersebut.

“Ini bisa membantu infra-
struktur di daerah produsen
kelapa sawit, karena banyak
yang infrastrukturnya rusak,”
kata dia dalam Rapat Kerja
bersama Komite IV Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI,
Senin (24/1). &1+ I

Menkeu menambahkan
saat ini pemerintah masih
membahas secara internal

aturan teknis dari UU HKPD
tersebut, termasuk peraturan
pemerintah (PP) mengenai
DBH kelapa sawit.

Sepanjang aturan turunan
belum dirilis, kata Sri Mul-
yani, maka implementasi
DBH masih menggunakan
aturan yang selama ini ber-
laku. “Akan kami tingkatkan
volume melalui DBH kelapa
sawit. Aturannya sedang di-
susun,” ujarnya,

Selama ini, pungutan untuk
kelapa sawit dikelola oleh
Badan
bunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
an teknis DBH kelapa sawit,
Kementerian Keuangan juga
berkonsultasi dengan BPDPKS
selain Ditjen Bea Cukai.

Dirjen Perimbangan Keu-

-angan Kementerian Keuangan

Astera Primanto Bhakti me-
terus berkonsultasi dengan

Pengelola Dana Perke-

Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam menyusun re-

“Ini untuk melihat porsi
mana dan mana yang bisa
memberikan sustainability.
Jadi jangan sampai kita mem-
berikan DBH, tahun ini ada
tahun berikutnya kosong,”
kata Prima.

Selain DBH kelapa sawit,
PP lainnya yang sedang disi-
pajak daerah dan retribusi da-
erah (PDRD), dan PP
transfer ke daerah.

- Selain itu juga aturan teknis
mengenai pembiayaan utang

- dan sinergi pendanaan, PP
~ tentang pengelolaan keuangan
‘daerah, PP tentang sinergi
kebijakan fiskal nasional, PP
tentang tunjangan kinerja da-
erah, dan PP tentang retribusi

' perkebunan ke-

pa sawil. (Tegar Arief)
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PASOKAN UNTUK GLOBAL
TERJAGA e

Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri minyak sawit menjamin pasokan ekspor komoditas itu tefap
teriaga seloma 6 bulan mendatang meskipun pemerintah menerapkan kebijakan larangan
ferbatas untuk penjualan ke luar negeri.
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por dalam bentuk CPO sebesar
2,43 juta ton dan RBD palm oil
sebesar 23,45 juta ton.

Guru Besar IPB University Bayu
Krisnamurthi menilai kebijakan
pencatatan untuk ekspor produk
CPO, RBD palm olein, dan minyak
jelantah bisa memengaruhi ekspor
meski tak lantas menghambat pa-
sokan ke luar negeri. Pemerintah
sendiri tidak menetapkan volume
yang wajib disalurkan produsen
untuk konsumsi domestik.

“Saya kira kebijakan ini memang
ditujukan untuk memengaruhi
ekspor. Dalam arti, agar pasokan
di dalam negeri dipastikan terse-
dia,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pe-

laksana Harian Yayasan
Lembaga Konsu-

' men Indonesia
(YLKI) Tulus Aba-

s

BISNIS/SINTA NOVIZAH

Perkembangan Harga CPO

e —
——

dan Minyak Goreng Curah 2020-2021 (Rp/liter)

di menyatakan pelepasan minyak
goreng subsidi seharga Rp14.000
per liter perlu diikuti kebijakan
pembatasan pembelian.

Dengan maraknya aksi borong
minyak goreng yang dilakukan
konsumen, Kata dia, menyebabkan
stok minyak goreng kemasan di
ritel modern berkurang drastis
sejak pemerintah menerapkan
kebijakan satu harga.

“Panic buying merupakan bentuk
kesalahan strategi pemasaran peme-
rintah dalam membuat kebijakan
publik. Ini juga kegagalan peme-
rintah dalam membaca perilaku
konsumen,” tegasnya.

Tulus memperkirakan intervensi
pemerintah di harga minyak tidak
akan efektif, karena tak menyasar
permasalahan utama. Dia men-
duga ada praktik kartel dalam
penetapan harga minyak goreng

PANGGILAN
UNTUK
DOMESTIK
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di pasar dalam negeri.

YLKI lantas mendesak pemerin-
tah untuk mengatur domestic mar-
ket obligation dan patokan harga
CPO untuk kebutuhan domestik.
Sebagai negara produsen minyak
sawil terbesar, jelasnya, Indonesia
perlu mengatur hal tersebut.

Sementara itu, minyak goreng
subsidi seharga Rp14.000 per liter
dipastikan diterapkan di pasar
tradisional pada pekan ini.

Kementerian Perdagangan me-
laporkan kebijakan satu harga
di pasar tradisional bisa dimulai
sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Insyaallah implementasi sesuai
target [sepekan setelah kebijakan
dimulai 19 Januari 2022] atau 26
Januari 2022,” kata Direktur Jen-
deral Perdagangan Dalam Negeri
Oke Nurwan ketika dihubungi,
Senin (24/1). @

Saat ini ekspor produk CPO, RBD palm
oil, dan minyak jelantah tidak bisa
sembarangan. Paling tidak hingga
enam bulan ke depan. Harus ada
sederet syarat yang harus dipenuhi
oleh eksportir. Terpenting, jangan
lupakan pasar domestik.
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_-tua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti
mengajak seluruh elemen
masyarakat berperan aktif
mengawasi penyaluran
pupuk bersubsidi.

melapor ke aparat penegak
hukum jika mengetahui ada
pihak-pihak yang terlibat
mafia pupuk.

“MASYARAKAT perlu terli-
bat mengawasi penyaluran pu-
puk bersubsidi. Jangan sampai
mafia pupuk menyalurkan ke
pihak lain dan mengambil ke-
untungan. Permainan harga pu-
puk mengganggu berbagal sek-
tor kehidupan,” tegas LaNyalla
melalui keterangan tertulisnya.
kemarin.

Sebelumnya, Kementerian
Pertanian (Kementan) mendu-
kung upaya hukum Polres
Nganjuk membongkar Kasus
penyalahgunaan pupuk ber-
subsidi di sana sebanyak 111.5

_ memainkan p
" menjamin k“a’qno
" diaan pupuk subsi

Masyarakat jangan sungkan

ton. M. 7

Kementan akan terus be-
kerja sama dengan Kepolisian
menindak tegas oknum yang
u bsidi, se
ool
i di tingkat
petani.

“Kami mengapresiasi dan
mengucapkan terima kasih ke-
pada Kapolres Nganjuk. Pem-
bongkaran dan penangkapan
mafia pupuk subsidi di Nganjuk
menjadi salah satu bukti dan
jawaban dari masalah kelang-
kaan pupuk bersubsidi beberapa
waktu terakhir,” ujar Direktur
Pupuk dan Pestisida Kementan,
Mohammad Hatta di Jakarta,
kemarin.

Hatta menambahkan, tinda-
kan nyata yang dilakukan Polres
Nganjuk merupakan implemen-
tasi komitmen Menteri Per-
tanian (Mentan) Syahrul Yasin
Limpo.

Dia memastikan, Mentan tidak
akan memberi ruang kepad

oknum yang menyalahgunakan
pupuk subsidi atau menyeng-

Aparat Amankan 111,5 Ton

Tuh, Mafia Pupuk

Ternyata Ada Lho

selalu meminta Kapolres, TNI
| dan Kejaksaan menindak tegas,
menangkap siapa saja yang me-
nyalahgunakan pupuk subsidi,”
ungkap dia.

Melanjutkan keterangannya,
LaNyalla juga mengapresiasi
keberhasilan Polres Nganjuk
membongkar jaringan penya-
lahgunaan pupuk bersubsidi.
Aparat penegak hukum kudu
mengusut tuntas kasus tersebut
serta meminta masyarakat agar
tidak sungkan untuk melaporkan
informasi tentang praktik mafia

PU\PUI](._ €% N ‘ W S BAL
L,apo‘l; ke aparat penegak
hukum, jika melihat ada penye-
lewengan dalam penyaluran
pupuk bersubsidi, Semua wajib
ikut mengawasi, agar subsidi
pupuk benar-benar sampai ke
petani yang membutuhkan, di
tengah musim tanam seperti se-
karang,” urai Senator asal Jawa
Timur ini. :
LaNyalla meyakini, jaringan
mafia pupuk masih banyak
yang belum tertangkap, dan
' telah lama merusak hajat hidup
| orang banyak. Karenanya, dia

sarakan petani. ‘Juga mendorong Kementan

“Dalam kunjungan kerja di
berbagai dacrah, Pak Menteri

dar: produsen pupuk bersubsidi
bekerja keras untuk menindak
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Produksi Beras

Harga pupuk nonsubsidi naik akibat lonjakan
harga bahan baku impor.

B DEDY DARMAWAN NASUTION pada tahun lalu produksi padi cukup
memenuhi kebutuhan nasional. Itu
juga tecermin dari pergerakan harga
sepanjang tahun yang relatif tidak
mengalami lonjakan tinggi.
“(Sejak) dua tahun lalu kita tidak
impor beras. Ini akan menjadi tahun
ketiga kita tidak impor beras. Meski

JAKARTA — Kementerian Perta-
nian (Kementan) menargetkan pro-
duksi padi nasional pada 2022 seba-
nyak 55,2 juta ton. Target produksi
tersebut mengalami stagnasi diban-
dingkan proyeksi terakhir capaian
produksi padi 2021, Perubahan iklim  anggaran turun, kita terus dorong
secara ekstrem dinilai menjadian-  penggunaan KUR (Kredit Usaha
caman terberat untuk memperta- ;, Rakyal),” ujarnya.
hankan produksi pangan nasional. Pengamat pertanian dari Aso-

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin  siasi Ekonomi Politik Indonesia (AE-
Limpo, mengatakan, upaya menjaga  PI) Khudori menilai, produksi padi
produksi pangan nasional pada ta-  tahun ini justru berpotensi meng-
hun ini bakal dihadapkan padating-  alami kenaikan dibandingkan tahun
ginya tantangan terhadap anomali  lalu. Peluang peningkatan produksi
cuaca. Syahru] mengatakan, tanta-  seiring prediksi iklim tahun iniyang
ngan itu bukan hanya dihadapi In-  akan mengalami La Nina di awal
donesia, melainkan juga seluruh du- musim tanam pertama.
nia yang menjadi produsen pangan. “Berkaca dari dua tahun ter-

“Perubahan iklim dan cuaca eks-  akhir, saya optimistis kalau pemerin-
trem akan berdampak tidak linier,  tah bisa memanfaatkan momentum
tidak bisa diprediksi, dan tidak ber-  La Nina paling tidak produksi stag-
kelanjutan,” kata Syahrul dalam  nan dibandingkan tahun lalu atau
Rapat Kerja bersama Komisi 1V bahkan ada peluang untuk naik,"
DPR, Senin (24/1). [ -10 kata Khudori,

Di tengah ancaman perubahan Kementan menargetkan produk-
iklim tersebut, Syahrul mengatakan, si padi atau gabah pada 2022 sekitar
alokasi anggaran pemerintah untuk 34 juta ton %eras. Khudori menga-
menjaga produksi padi nasional  takan, kenaikan produksi beras pada
menurun, Pada lima tahun lalu, ter- 2021 sekitar 1,14 persen dibanding-
sedia anggaran sekitar Rp 5 triliun  kan 2020. Hal itu dicapai meski luas
dan kini hanya sekitar Rp 1,74 tri-  tanam dan panen turun, Data itu
liun. Dengan kondisi tersebut, pe-  juga menandakan adanya pening-
merintah pun mematok target yang  katan produktivitas padi. Menurut
realistis pada tahun ini. dia, iklim La Nina sangat mendu-

Meski dengan target produksi — kung peningkatan produksi karena

Perubahan lklim Tekan

utama di masa-masa kritis musim
panen pertama periode Oktober-
Maret.

“Tahun 2020 ada kemarau ba-
sah, lanjut 2021 masih ada La Nina.
Tahun ini berdasarkan proyeksi
BMKG masih ada La Nina sampai
Februari kelanjutan dari tahun lalu,”
ujarnya.

Faktor lain yang menentukan,
yakni terkait penyediaan dukungan
produksi, khususnya pupuk. Khu-
dori mengatakan, persoalan pupuk
subsidi menjadi masalah yang ber-
ulang setiap tahun. Sementara itu,
untuk pupuk nonsubsidi, terus
mengalami kenaikan harga hingga
di luar batas kemampuan petani.

“Intinya ketika petani perlu,
pupuk harus tersedia sekalipun yang
nonsubsidi,” katanya.

Harga pupuk

Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo mengungkapkan, penyebab
kenaikan harga pupuk nonsubsidi

e

Tahun ini
berdasarkan
proyeksi BMKG

 masih ada La Nina
sampai Februari
kelanjutan dari
tahun lalu.

yang stagnan, Syahrul mengatakan,  memberikan kecukupan air ter- |
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Anggaran Sektor
Pertanian Terus Menyusut

JAKARTA — Anggaran sektor pertanian yang dikelola Kementerian Pertanian (Kementan) terus

menunjukkan tren penyusutan. Pada 2017, anggaran pertanian masih Rp 24,23 triliun, namun
pada 2021 hanya Rp 16,31 triliun, bahkan pada 2022 hanya dialokasikan Rp 14,45 triliun. Untuk
menghadapi tantangan tersebut, Kementan mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

bagi para petarn di Tanah Air sehingga produk5| pangan nasional tetap terjaga.

Oleh Ridho Syukra \Q. 1

kan Kementan, anggaran
pertanian pada 2017 menca-
pai Rp 24,23 (riliun dengan
realisasi (penyerapan) Rp 21,91 triliun
(90,44%), pada 2018 sebesar Rp 24,04
triliun dengan realisasi Rp 21,84 triliun
(90,84%), dan pada 2019 mencapai
Rp 21,83 triliun dengan realisasi Rp
19,42 triliun (88,97%). Lalu, pada 2020
sebesar 15,89 triliun dengan realisasi
Rp 15,12 triliun (95,21%), dan pada
2021 sebesar Rp 16,31 triliun dengan
realisasi Rp 15,87 triliun (97,28%).
Pada 2022, anggaran Kementan
hanya Rp 14,45 triliun, tapi Kementan
tetap diminta Kementerian Keuangan
untuk melakukan aeutomatic adjust-
ment sebesar Rp 680,49 miliar guna
mengantisipasi ketidakpastian akibat
Covid-19 tahun ini. Kementan me-
masang target produksi komoditas
utama padi 55,2 jula ton gabah kering
giling (GKG) pada 2022, jagung 20,1
juta ton, kedelai 0,2 juta ton, bawang
merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 jula
ton, bawang putih 91 ribu ton, kakao
780.900 ton, kopi 795.450 ton, kelapa
2,86 juta ton, gula tebu 2,3 juta ton,
dan daging sapi/kerbau 444.550 ton.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo mengatakan, sektor pertanian
menghadapi sejumlah tantangan herat
Lmhun ini, salah satunya keterbatasan

alam data yang dipublikasi-

RS \

Syahrul Yasin Limpo

anggaran Kementan lerus menun-

jukkan tren penurunan. “Anggaran
Ditjen Tanaman Pangan lima tahun
lalu misalnya, itu masih Rp 5 triliun,
{api terus turun menjadi Rp 3 {riliun,

menjadi Rp 2 triliun, dan kini menjadi
Rp 1,74 triliun, Ini (antangan luar biasa
di saat kita juga tengah menghadapi
cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Karena itulah, kami lerus mengak-

selerasi KUR guna menutupi lerus

turunnya anggaran lersebul,” kata
Mentan Syahrul dalam rapat kerja
dengan Komisi IV DPR yang dipantau
di Jakarta, Senin (24/1).

Pada 2021, realisasi serapan KUR
sektor pertanian mencapai Rp 85,62
triliun atau 122,31% dari target atau
plafon Rp 70 triliun. Rinciannya, re-
d]lSd‘il KUR pangan Rp 23,03 triliun

= anggaran. Dalam lima tahun terakhir, = (85,88% dari target), KUR hortikultura

Rp 10,67 triliun (136,01%), KUR perke-
bunan Rp 29,74 triliun (146,64%), KUR
peternakan Rp 15,54 triliun (103, 18%),
KUR kombinasi Rp 5,58 triliun, dan
KUR jasa Rp 1,05 triliun. Tahun ini,
Kementan menghanapkdn plafon
untuk KUR pertanian bisa mencapai
Rp 90 triliun.

Selain penurunan anggaran, tan-
tangan berat lain tahun ini adalah
perubahan iklim (climate change).
Kemampuan Kemen(an dalam mel-
akukan adaptasi dan mitigasi haruslah
teruji. Salah satu dampak perubahan
iklim adalah cuaca ekstrem yang la-
hun ini secara global diprediksi tanpa
terduga akan menghantam seluruh
dunia. Kondisi cuaca yang derikian

\
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Subsidi Minyak Goreng

KHUDORI, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayagunaan Pertanian

Jika mekanismenya terbuka seperti penyaluran subsidi elpiji “gas melon” 3 kg,
“subsidi” minyak goreng dipastikan melenceng.
emerintah meracik duake- lima bulan terakhir, antara Rp 19 ribu-Rp 21
bijakan untuk menstabil- ribu per liter :
kan dan menurunkan harga  Agar harga terjangkau, selisih harga ke-
minyak goreng. Pertama, ekonomian minyak goreng kemasan seder-
memberlakukan minyak hanadanpremium (Rp17 ribu per liter) de-
u;%umh-m.saumh ngan harga eceran tertinggi (Rp 14 ribu per
wit,

goreng berbasis sa- iter) di i dana Badan Pengelola Da-
kemasan premium py p Kelapa Sawit (BPDPKS) se-

maupun sederhana, merek yang mum—r 7,6 triliun.
kelas atas ataupun pasar massal, dijual BPDPKS dihimpun dari pelaku
dengan harga sama, Rp 14 ribu per liter. v pasawitan nasional, merujuk
Ini berlaku di ritel modern pada 19 Ja- 93 UU No 39 Tahun 2014 tentang Per-

nuari 2022, sepekan kemudian di pasar tra- kebunan disebut CPO rting Fund
disional. Minyak goreng sebanyak 1,5 miliar (CSF). Dana dihimpun baik dari pelaku swas-
liter dipasok selama enam untuk s, BUMN, maupun petani.

memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Dana untuk prog-
et [ ¥ o
pa sa e palm o Caran itian dan
CPO), bleached and deodo- i ngembangan, prom:l
rized palm olein (RBD Palm Olein), usaha, meningkatkan sa-
dan used oil, wajib melapor- FAnA Prasarana pengem-
kan pemenuhan domestik bangan industri, pe-
guna mendapat persetujuan ekspor. biodiesel,
b il reliia ——
rencana mitra dan
ekspor, dan distribusi ke da- uran dalam ben-
lam negeri selama enam bu- tuk , serta edukasi
lﬂ.?ﬂllll‘inhh mengeklaim, sumber daya masyarakat
ini bukan kewajiban meme- ihwal perkebunan sawit.
::ﬂit?m.r dalam negeri (do- Karena dipungut dari
¢ obligation/ pelaku industri dan dikelola
DMO). 2 4 dari dan untuk industri sawit, tidak pada tem-
Sebab, kebijakan ini tak patnya intah mengeklaim pembayaran
Patotan  alam neger Kebi ”‘*m""“‘““"..b."'"‘,.
negeri. Kebi reng sebesar Rp 3.000 per liter i
Slmirpitacindun e ek biss -

Keduanya melengkapi. Dana itu bukan dari kantong pemerintah.
ﬁ-ﬂihw Juga bukan dari APBN. Dana yang dikelola
goreng dalam negeri tak bisa BPDPKS ini sebagian ada
andil petani sawit. Ka- (
rena itu, pada tem-
patnya memperta-
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- Mendorong Petan
Naik Kelas

Petrokimia menggandeng 21.344 petani dalam Program Makmur,
PT Royal Lestari Utama (RLU) membina petani karet di Jambi.

UOK PY RLU
:

|

2021 dengan luas lahan yang digarap mencapai 19.421 hek-
tare (Ha) atau 121 persen dari target yang diamanahkan
alah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh yaitu 16 ribu Ha.
BUMN dan perusahaan swasta adalah mem- Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik
bina petani. Hal itu bertujuan agar para petani  Digna Jatiningsih menjelaskan, Program Makmur yang
dapat mengelola lahan secara lebih produltif - diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan dijalankan oleh seluruh
dan berkelanjutan, kemudian naik kelas. Hal anggota holding, termasuk Petrokimia Gresik, merupakan
itu dilakukan antara lain oleh Petrokimia Gresik dan PT| upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung
Royal Lestari Utama (RLU). petani dari hulu hingga hilir sehingga proses budi daya
Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal.
anggota holding Pupuk Indonesia, telah menggandeng “Program ini terbukti mampu meningkatkan produk-
21.344 petani dalam Program Makmur sepanjang tahun ? tivitas hasil pertanian di berbagai komoditas yang kami ==

—
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